MATERI KE 1 HPU TAHUN 2026 FH UMA
GAMBARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999

1. Tabel Sistematika UU No. 5 Tahun 1999
	No.
	Bagian/Materi
	Pasal
	Pokok Pengaturan

	1
	Ketentuan Umum
	Pasal 1
	Definisi monopoli, praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha, posisi dominan, KPPU, dan istilah lainnya

	2
	Asas dan Tujuan
	Pasal 2–3
	Asas demokrasi ekonomi serta tujuan menciptakan persaingan sehat, efisiensi, kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat

	3
	Perjanjian yang Dilarang
	Pasal 4–16
	Berbagai bentuk perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

	4
	Kegiatan yang Dilarang
	Pasal 17–24
	Monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, dan kegiatan lain yang dilarang

	5
	Posisi Dominan
	Pasal 25–29
	Larangan penyalahgunaan posisi dominan, jabatan rangkap, kepemilikan saham, dan penggabungan/peleburan/pengambilalihan

	6
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
	Pasal 30–37
	Pembentukan, kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan dan pembiayaan KPPU

	7
	Tata Cara Penanganan Perkara
	Pasal 38–46
	Laporan, pemeriksaan, penyelidikan, putusan KPPU dan pelaksanaan putusan

	8
	Sanksi
	Pasal 47–49
	Tindakan administratif dan ketentuan pidana

	9
	Ketentuan Lain
	Pasal 50–51
	Pengecualian terhadap ketentuan UU dan monopoli/pemusatan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak

	10
	Ketentuan Peralihan
	Pasal 52
	Penyesuaian terhadap perjanjian/kegiatan yang telah ada

	11
	Ketentuan Penutup
	Pasal 53
	Ketentuan mulai berlakunya UU





2. Skema Besar UU No. 5 Tahun 1999
             UU NO. 5 TAHUN 1999
                     │
                     ▼
     LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI & 
     PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
                     │
       ┌─────────────┼─────────────┐
       ▼             ▼             ▼
   ASAS & TUJUAN   LARANGAN       KELEMBAGAAN
       │             │             │
       │       ┌─────┴─────┐       ▼
       │       │           │      KPPU
       │       ▼           ▼       │
       │   PERJANJIAN    KEGIATAN  │
       │   DILARANG       DILARANG │
       │       │           │       │
       │       └─────┬─────┘       │
       │             ▼             │
       │      POSISI DOMINAN ◄─────┘
       │             │
       │             ▼
       │      PENANGANAN PERKARA
       │             │
       │       ┌─────┴─────┐
       │       ▼           ▼
       │    PEMERIKSAAN   PUTUSAN
       │                     │
       │                     ▼
       │                  SANKSI
       │                     │
       │          ┌──────────┴──────────┐
       │          ▼                     ▼
       │    ADMINISTRATIF          PIDANA*
       │
       ▼
   PERSAINGAN SEHAT
       │
       ▼
 EFISIENSI + KEADILAN +
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT









3. Skema Substansi Larangan
                 LARANGAN
                    │
       ┌────────────┼────────────┐
       ▼            ▼            ▼
 PERJANJIAN       KEGIATAN     POSISI
 YANG DILARANG    DILARANG     DOMINAN
       │            │            │
       ▼            ▼            ▼
 • Oligopoli     • Monopoli    • Penyalahgunaan
 • Penetapan     • Monopsoni    posisi dominan
   harga         • Penguasaan  • Jabatan rangkap
 • Pembagian       pasar       • Kepemilikan saham
   wilayah       • Persekong- • Merger/akuisisi
 • Kartel          kolan
 • Trust
 • Integrasi
   vertikal
 • Perjanjian
[bookmark: _GoBack]   tertutup


4. Skema Penanganan Perkara oleh KPPU

LAPORAN / INISIATIF KPPU
          │
          ▼
    PEMERIKSAAN AWAL
          │
          ▼
    PEMERIKSAAN LANJUTAN
          │
          ▼
   PEMBUKTIAN PELANGGARAN
          │
          ▼
     PUTUSAN KPPU
          │
     ┌────┴────┐
     ▼         ▼
 TIDAK ADA   TERBUKTI
 PELANGGARAN PELANGGARAN
                 │
                 ▼
               SANKSI
                 │
       ┌─────────┼─────────┐
       ▼         ▼         ▼
 ADMINISTRATIF  DENDA   TINDAKAN
                          KOREKTIF
                 │
                 ▼
          UPAYA HUKUM


3

